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ABSTRAK

Pemerintah desa membentuk/mendirikan BUMDes, yaitu badan usaha desa yang modalnya dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes dibentuk atas dasar penunjang pembangunan perkonomian desa dan menciptakan lingkungan desa yang mandiri atas hak yang diberikan oleh undang-undang. Keterkaitan antara layanan, pendapatan, dan keberlanjutan memberikan wawasan tentang fungsi BUMDes yang baik. Peningkatan pendapatan desa merupakan salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini, dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri Di Desa Mekar Sariperan BUMDes Anugerah Mandiri adalah memberikan pinjaman kepada warga desa mekar sari yang memerlukan bantuan modal usaha seperti usaha sawit dengan perjanjian bagi hasil. Dari tahun 2018-2023 Bumdes mempunyai 39 Peminjam atau Nasabah. mendorong masyarakat untuk menggunakan permodalan bisa membantu perekonomian masyarakat. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bumdes Dalam Pembangunan ekonomi di desa mekar sari ialah Antusias masyarakat tinggi untuk peminjaman akan tetapi Bumdes tidak sanggup menyediakan permodalan yang diinginkan oleh masyarakat karena permodalan dari Bumdes jugak terbatas. Masyarakat yang telah melakukan peminjaman pembiayaan barang slalu mogok membayar sehingga modal tertanam dilapangan. Manfaat yang didapatkan oleh warga dengan adanya usaha usaha yang dijalankan oleh bumdes ialah dapat meringankan dan membantu masyarakat, Permasalahan yang dihadapi oleh Bumdes dalam pembangunan perekonomian usaha yang dibuat oleh pemerintah desa melalui bumdes tentu ada, Salah satunya ditahun 2020 terjadinya covid dan disitulah timbulnya permasalahan perekonomian masyarakat sangat krisis dan juga modal untuk usaha tertanam karena adanya covid sehingga modal tersebut tidak bisa diputar.
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ABSTRACT
The village government forms/establishes BUMDes, namely village business entities whose capital is jointly owned and managed by the village government and the community. BUMDes is formed on the basis of supporting village economic development and creating a village environment that is independent of the rights granted by law. The link between service, income and sustainability provides insight into the good functioning of BUMDes. Increasing village income is one of the strategies to achieve village development success. An empirical approach is used to analyze law which is seen as a community behavior. This empirical juridical approach, using the deductive method can describe the role of the Village Government in Economic Development of Anugerah Mandiri Village Owned Enterprises in Mekar Sariperan Village. . From 2018-2023 Bumdes has 39 Borrowers or Customers. encouraging people to use capital can help the community's economy. The obstacles experienced by Bumdes in economic development in Mekarsari village are that the community's enthusiasm for loans is high, but Bumdes is unable to provide the capital desired by the community because the capital from Bumdes is also limited. Communities who have borrowed goods financing are always on strike to pay so that capital is embedded in the field. The benefits that residents get from having businesses run by Bumdes are that they can relieve and help the community. The problems faced by Bumdes in developing the business economy made by the village government through Bumdes certainly exist. One of them is in 2020 the occurrence of Covid and that's where economic problems arise the community is in a very crisis and also the capital for embedded businesses due to the covid so that the capital cannot be rotated.
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A. Pendahuluan
Negara Indonesia diwajibkan oleh UUD 1945 untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan masyarakat. Jika kemiskinan dapat diturunkan, maka kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat juga dapat ditingkatkan, maka kesejahteraan umum dapat ditingkatkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Solusi perubahan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam UU 22 Tahun 1999 Pasal 108, adalah mendorong berkembangnya kelembagaan atau organisasi niaga yang digunakan untuk mengelola sumber daya secara efektif.
Kemudian diperjelas oleh Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa membutuhkan struktur manajemen untuk mengawasi kemampuannya dalam meningkatkan ekonomi lokal, kemandirian, dan kesejahteraan.
. Selain itu, sangat penting untuk memperkuat penciptaan sistem pedesaan yang menjamin harga yang adil bagi produsen, konsumen, dan petani serta memudahkan mereka mengakses sumber daya keuangan untuk memperluas usaha komersial mereka.

Pelayanan dari BUMDes telah disampaikan secara profesional dan adaptif. Karena keadaan ini, daerah pedesaan dapat menjadi lebih produktif dan membangun usaha aktual yang dapat mempekerjakan lebih banyak orang dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Pengembangan masyarakat melibatkan inisiatif untuk meningkatkan interaksi sosial dalam masyarakat, menumbuhkan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat, dan mendukung kemampuan mereka untuk berinteraksi secara wajar dengan orang lain, berdasarkan pemahaman yang utuh dan diikuti dengan tindakan sosial yang efektif.

Pemerintah desa dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan BUMDes dan kepemilikan modal. Menurut Gunawan (2011), BUMDes didirikan dengan maksud untuk menerima kegiatan yang timbul sesuai dengan adat istiadat, kegiatan berdasarkan program pemerintah, dan segala kegiatan lain yang mendukung prakarsa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.


Tujuan utama BUMDes sebenarnya adalah untuk membuat pinjaman dan layanan keluarga lebih mudah diakses, tetapi akan lebih baik jika BUMDes memiliki batasan untuk menetapkan ketertiban administrasi dan pembayaran klien yang teratur.
 Peningkatan pendapatan desa merupakan salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. 

Cara yang digunakan BUMDes untuk mengelola dan memaksimalkan aset desa berdampak pada berapa banyak uang yang dihasilkan desa. Hal ini sejalan dengan PP No. 72 tahun 2005 pasal 78 yang menyatakan bahwa Usaha yang dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan untuk mendongkrak pendapatan awal desa.
 

Perda merupakan hasil dari kristalisasi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah yang memiliki kerangka hukum yang jelas dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Hal-hal yang menjadi fokus masalah yang dikaji oleh penulis ialah terkait dengan: Apa Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Bagaimana Hambatan Terhadap Pembangunan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri Di Desa Mekar Sari.

Judul penelitian ini adalah “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri Di Desa Mekar Sari”.
B. Metode Penelitian

Cara yang digunakan dalam aktifitas ilmiah ini digunakan penelitian empiris dan undang-undang sebagai bahan penunjang, kemudian perilaku warga terbentuk dari aktifitas antara interaksi sosial dengan keadaan ini bahwa aktifitas dari cara penelitian ini ialah aktifitas ilmiah karena adanya hubungan dengan perlaku masyarakat. Hal ini didasarkan pada bagaimana topik dirumuskan dan tujuan penelitian.
 Ketentuan Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri di Desa Mekar Sari dapat diuraikan dengan menggunakan teknik deduktif dalam menerapkan metodologi yuridis empiris ini. Sedangkan pendekatan induktif menggunakan data dari temuan studi lapangan untuk membuat generalisasi. “untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan” Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri Di Desa Mekar Sari.

Data Primer pada penelitian ini, melalui aktifitas kegiatan mewawancarai subjek yang dianggap sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan proses data ilmiah tertuju pada responden atau narasumber. Pada hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mendalam dan sekunder lainnya.

Data Sekunder pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk yang pasti pada saat akhir penelitian dengan pemilihan sumber yang didapat dari data yang relevan sesuai pustaka yang memiliki kausalitas data.
C. Hasil Dan Pembahasan
1. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah Mandiri Di Desa Mekar Sari 

Pembangunan dewasa ini ditujukan dalam aktifitas sosial yang ada di lingkungan masyarkat sehingga pembangunan memiliki dampak bukan hanya pada factor ekonomi namun juga pada lingkungan sekitar dan alam sebagai modal kesetaraan satu sama lain untuk perbaikan manusia dan lingkungan. Untuk mengembangkan pada arah pembangunan yang jelas maka harus berdasarkan penilaian lingkungan strategis, pemerintah kota harus peka terhadap beragam masalah sosial.
 Memperoleh pengetahuan hukum akan memungkinkan masyarakat untuk memilih mengikuti norma hukum atau peraturan untuk diindahkan dalam sebuah perilaku.

Salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan desa adalah dengan membentuk suatu badan usaha di tingkat desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa.

Tabel. 1

Data BUMDes dan BUMDes bersama

	Kategori dan Jumlah

	BUM Desa
	Mendaftar nama

(96)
	Perbaikan nama

(1104)
	Terverifikasi nama

(27170)

	
	Mendaftar Badan Hukum

(496)
	Perbaikan Dokumen

(5834)
	Sudah Berbadan Hukum

(14326)

	BUM Desa bersama
	Mendaftar nama

(93)
	Perbaikan nama

(2165)
	Terverifikasi nama

(1227)

	
	Mendaftar Badan Hukum

(134)
	Perbaikan Dokumen

(216)
	Sudah Berbadan Hukum

(1228)


(Sumber:https://bumdes.kemendesa.go.id/)
Pemerintah desa mekar sari berperan dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa, desa mekar sari di Kabupaten Asahan memiliki peran dalam pembanguanan perekonomian masyarakat di desa melalui BUMDes Anugerah Mandiri, menurut Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa, pemerintah desa dalam pembangunan perekonomian di desa Mekar Sari dilaksanakan melalui BUMDes Anugerah Mandiri, peran BUMDes Anugerah Mandiri adalah “memberikan pinjaman kepada warga desa mekar sari yang memerlukan bantuan modal usaha seperti usaha sawit dengan perjanjian bagi hasil”.
 Responden menuturkan bahwa, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa dalam rangka mendukung pembangunan desa, masyarakat diberikan pinjaman untuk menjalankan usaha di desa Mekar Sari sebagai bantuan modal.
Tuntutan dan kepentingan masyarakat modern cukup luas, dan kebutuhan mendasar tidak lagi hanya datang dalam bentuk pakaian, bahan, dan makanan seperti di masa lalu. Tuntutan dan kepentingan warga terkadang berkembang karena kemajuan dan pertumbuhan teknologi.


Dari tahun 2018-2023 Bumdes mempunyai 39 Peminjam atau Nasabah. Dampak positif adanya Bumdes ialah ketika masyarakat membutuhkan modal dalam bentuk uang ataupun barang, maka pihak Bumdes siap membantu masyarakat dengan syarat yang telah ditentukan. Dampak Negative adanya Bumdes ialah sekarang Bumdes mempunyai pangkalan gas dan ada  jugak beberapa masyarakat yang mempunyai pangkalan gas di sekitar desa mekar sari, Sehingga masyarakat menganggap itu adalah sebuah persaingan walaupun persaingan nya positif.
 
Selain dari pinjaman sebagaimana disebutkan diatas bahwa, usaha-usaha yang dimiliki oleh BUMDes Anugrah mandiri di desa Mekar Sari, Responden menyebutkan bahwa: “untuk saat ini Bumdes Anugerah Mandiri mempunyai 3 usaha yaitu:

a. Brilink

b. Pengutipan Sampah
c. Pembiayaan Barang
Pendirian lembaga bisnis merupakan bagaian dari berinvestasi atau penanaman modal, ada faktor penting yang perlu diperhatikan jika seseorang atau badan yang akan melakukan investasi atau penanaman di suaut daerah antara lain:
 

a.
Adanya kepastian hukum;

b. 
Ada Stabilitas Politik;

c.
Adanya stabilitas perekonomian;

d. 
Adanya stabilitas keamanan;

e.
Adanya sumber daya manusia;

f.
Adanya sumber daya alam;

g.
Dukungan sosial budaya masyarakat setempat.

Masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah apabila apa yang diberikan kepada mereka sesuai dengan harapannya, karena dalam peran tersebut masyarakat desa berhak atas kinerja perangkat desa di tempat tinggalnya.


Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi di desa mekar sari adalah “mendorong masyarakat untuk menggunakan permodalan yang sudah diberikan kepada masyarakat sehingga permodalan tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik baiknya dan  bisa membantu perekonomian masyarakat”.


Modal utama dalam perekonomian bukan hanya sebatas pada dana yang diberikan pusat kepada Pemdes, dan BUMDes yang mengelola kaan tetapi pokok yang juga memiliki pengaruh dan sama pentingnya ialah dukungan dari warga sekitar dalam mencapai peningkatan yang berujung pada pendapatan desa asli maupun timbulnya masyarakat sejahtera. Meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian daerah merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui BUMDes.


Masyarakat menanggapi dengan adanya BUMDes Anugrah Mandiri di Desa Mekar Sari terkait usaha-usaha yang dibuat oleh Pemerintah Desa, menurut Responden: 

“Dengan adanya Bumdes di desa ini terutama di  desa mekar sari sedikit banyak sudah bisa membantu para warga, yang sebelumnya cukup di bilang sulit dalam mengakses layanan tertentu”.
 kami ucapkan terima kasih kepada bapak kepala desa, adanya bumdes di desa ini masyarakat sangat senang dan terbantu, mereka dapat menggunakan usaha yang dibuat pemdes dengan gembira.


Tanggapan masyarakat terkait manfaat yang dirasakan melalui usaha-usaha yang dilakukan BUMDes Anugerah Mandiri, menurut beberapa Responden di Desa Mekar Sari:

“Sangat merasa terbantu, karena adanya usaha tersebut masyarakat di desa ini menjadi lebih maju”
 Kami merasa sangat dibantu dengan adanya usaha-usaha yang dibuat pemerintah desa yang sebelumnya cukup sulit kami gunakan.

 
Bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya usaha-usaha yang dibuat oleh pemerintah desa melalui BUMDes Anugerah Mandiri bahwa, “Manfaat yang didapatkan oleh warga dengan adanya usaha usaha yang dijalankan oleh bumdes ialah dapat meringankan dan membantu masyarakat dalam bentuk melakukan transaksi seperti pembayaran listrik, ada juga usaha lainnya seperti pengutipan sampah sehingga warga terhindar dari penyakit yang timbul karena adanya sampah berserakan,ada juga usaha pembiayaan barang yang mana usaha ini sangat membantu warga desa mekar sari lebih memudahkan mengambil barang yang diperlukan tanpa harus meminjam uang dalam bentuk rentenir”.

2. 
Hambatan terhadap pembangunan perekonomian Badan Usaha Milik Desa Anugerah mandiri di Desa Mekar Sari


Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari kurang berinisiatif mengajukan permohonan pengelolaan lahan perkebunan Desa untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal guna memajukan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Desa sebagai akibat dari kemampuan sumber daya manusia pengelola yang kurang memadai. Menurut Suryanto bahwa, permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes karena belum adanya persiapan secara konkret mengani pola ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pada Desa tersebut, sumber daya manusia yang terbatas, keadaan desa yang kurang mendukung, pemerintah Desa yang belum optimal dalam memberikan dukungan kepada BUMDes, permodalan yang terbatas, dan sistem perencanaan keuangan dan akuntabilitas publik ang belum memadai.


Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh BUMDes dalam pembangunan ekonomi di desa mekar sari, menurut responden bahwa “Hambatan-hambatan yang dialami oleh Bumdes Dalam Pembangunan ekonomi di desa mekar sari ialah Antusias masyarakat tinggi untuk peminjaman akan tetapi Bumdes tidak sanggup menyediakan permodalan yang diinginkan oleh masyarakat karena permodalan dari Bumdes jugak terbatas. Dan masyarakat yang telah melakukan peminjaman pembiayaan barang slalu mogok membayar sehingga modal tertanam dilapangan”.
 Untuk permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes dalam pembaungunan perkonomian usaha-usaha yang dibuat oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes diantaranya: “Permasalahan yang dihadapi oleh Bumdes dalam pembangunan perekonomian usaha yang dibuat oleh pemerintah desa melalui bumdes tentu ada, Salah satunya ditahun 2020 terjadinya covid dan disitulah timbulnya permasalahan perekonomian masyarakat sangat krisis dan juga modal untuk usaha tertanam karena adanya covid sehingga modal tersebut tidak bisa diputar. Usaha umkm ada jugak yang mati karena  covid tersebut menghalang aktivitas masyarakat”.


Dukungan perkembangan yang merakyat akan berpacu pada peningkatan taraf hidup dan kemajuan hal inilah akan menjadikan kemakmuran sebagai kunci dari dukungan Pemdes atas pengembangan potensi, ekonomi masyarakat dan dukungan pusat atau daerah, perlu kiranya didukung dengan sarana pengkajian yang memadai yang diimplementasikan oleh pemerintah dalam mengetahui seberapa meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat desa atau BUMDes yang dipernankan oleh Pemdes. Selain itu, cita-cita kehidupan sosial dapat terganggu jika struktur ekonomi kapitalistik tidak muncul di pedesaan.


Tidak proporsionalnya atas pemberian permodalan atas usaha desa di Kabupaten Asahan kepada BUMDes menyebabkan Pemdes Mekar Sari tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa karena hal inilah yang menyebabkan kurang berkembangnya karena pemdes tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di mekar sari karena hambatan permodalan
D.Kesimpulan 

Pemdes Mekar Sari dalam mendukung pertumbuhan perkonomian masyarkat akan berhubungan langsung dengan aktifitas keuangan, didapati bahwa anggaran untuk BUMDes kurang memadai, oleh sebab itu seluruh aspek usaha dikembangkan pada sektor perekonomian di desa Mekar Sari meliputi permodalan keuangan, pembayaran biaya barang dengan jangka waktu pengembalian dan demi terwujudnya masyarakat yang mandiri berdampak pula pada kemandirian desa sebagai pengelola perekonomian melalui BUMDes Anugerah Mandiri yang akan mengantarkan pada terbentuknya potensi desa mekar sari

Melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terdapat hambatan yang menjadi masalah dalam perkembangan dan kemajuan di desa mekar sari terhadap BUMDes diantaranya kurangnya sumberdaya yang memiliki potensi pengetahuan untuk mengelola, kemudian kurang berperan aktifnya para anggota bumdes, dan permodalan yang tidak memadai dalam memberikan permodalan kepada masyarakat didasari atas bantuan dan anggaran yang kurang untuk memjalankan bisnis di BUMDes Anugerah Mandiri.
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